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Bab 5  

Kesimpulan 

KPK lahir karena adanya situasi distrust yang dialami oleh publik terhadap lembaga 

penegak hukum yang sudah ada. Oleh sebab itu disematkanlah status sebagai lembaga negara 

independen. Lembaga negara independen pun memerlukan mekanisme pengawasan. Beberapa 

cara dapat dilakukan, baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal, KPK sedang 

mengalami perubahan mengenai sistem pengawasannya. Jika membandingkan mekanisme 

pengawasan internal antara sebelum adanya Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 dengan 

sesudah adanya undang-undang tersebut, maka akan terjadi perubahan mengenai beberapa 

fungsi, bahkan hilangnya bebrapa organ yang  sebelumnya telah ada.  

Pengawasan mengenai kinerja dari KPK secara kelembagaan pun akan beralih dari 

suatu sistem yang telah dijalankan secara bertahap sesuai struktur organisasi, menjadi berpusat 

pada Dewan Pengawas dan organ pelaksana pengawas. Mekanisme pengawasan yang 

sebelumnya sudah dirancang sedemikian detail dalam suatu sistem, akan berubah menjadi 

mekanisme yang berkosentrasi pada satu organ. Lebih jauh lagi, jika melihat unsur yang 

menempati organ tersebut, maka pengawasan sesungguhnya dijalankan oleh Pemerintah. 

Alasan pertama adalah pengisian jabatan Dewan Pengawas yang dilakukan secara sepihak oleh 

Pemerintah. Kelima anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden Repubik Indonesia 

melalui Panitia Seleksi. Panitia Seleksinya pun salah satu unsurnya berasal dari Pemerintah 

Pusat. Alasan Kedua adalah mengenai organ pelaksana pengawas yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Presiden.  

Penerapan mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen memang 

merupakan hal yang pelik. Di satu sisi harus menjada sifat independensi dari lembaga tersebut, 

namun di sisi lain tidak boleh terjadi penyelewengan kekuasaan. Namun yang jelas, caranya 

bukan dengan menghadirkan suatu organ baru yang diberi otoritas untuk melakukan kerja-kerja 

pengawasan tersebut. Apalgi organ tersebut diletakkan di dalam internal lembaga itu sendiri. 

Merupakan sebuah kemunduran apabila mekanisme pengawasan internal yang sebelumnya 

dijalankan dengan sistem yang telah dibangun dengan melibatkan banyak organ, kemudian 

menjadi sesuatu yang bersifat otoriter pada satu organ saja.  

Selain mekanisme pengawasan yang berada pada internal, KPK sebagai lembaga 

negara independen juga memiliki mekanisme pengawasan eksternal. DPR selaku pemangku 
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fungsi pengawasan mempunyai banyak alat kelengkapan dewan untuk menjalankan fungsinya. 

BPK diberi tanggungjawab dalam hal mengaudit keuangan dan anggaran yang dimiliki KPK. 

Kemudian mekanisme kontrol juga dapat dilakukan oleh Pengadilan dalam hal kasus-kasus 

yang ditangani oleh KPK, sekaligus persidangan yang sifatnya terbuka dapat memberi akses 

kepada publik untuk mengawasi kinerja KPK. 
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